BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 188.45/24(/427.12/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45/56/427.12/2021
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK DAERAH
DAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) masih dialami hingga saat ini dan telah
memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat termasuk di
dalamnya orang pribadi dan badan usaha yang merupakan
wajib pajak daerah, maka perlu diberikan insentif berupa
penghapusan  sanksi administratif dan  pengurangan
pembayaran pajak kepada wajib pajak;

b. bahwa untuk tetap mengoptimalkan pendapatan pajak daerah
dan memotivasi terhadap Wajib Pajak dengan kenaikan Nilai
Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (NJOP PBB-P2) diperlukan pemberian pengurangan
pembayaran piutang pajak daerah dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan sehingga dapat meringankan beban dan
dampak sosial ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas
Keputusan Bupati Nomor : 188.45/56/427.12/2021 tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah
dan Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah Dalam Rangka
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Dampak
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021
dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta,;



10.

11

12.

13.

14,

15,

16,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh,;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa
dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan :

KESATU

1
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Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Lumajang;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi
Daerah;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lumajang di Bidang
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lumajang;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor
188.45/56/427.12/2021 tentang Penghapusan Sanksi

Administratif Berupa Pengurangan Pajak dan Denda Pajak
Daerah Dalam Upaya Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Tahun 2021 pada diktum Keempat diubah sehingga
diktum Kempat berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi
Berupa Denda Pajak Daerah Dalam Rangka
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat
Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Tahun 2021 berlaku sampai dengan
31 Desember 2021.



KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal {4 Juni 2021

BUPATI LUMAJANG,

"

H. THORIQULEAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah;

2. Sdr.Kepala Badan Pajak dan
Retribusi Daerah; dan

3. Sdr. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah.




